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BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis
paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antara Unit PPA Polresta Padang dan DP3AP2KB Kota Padang
berlangsung dua arah, baik ketika korban melapor lebih dulu ke kepolisian
maupun Kketika mengadu lebih dulu ke DP3AP2KB/P2TP2A, dengan
DP3AP2KB berperan sejak sebelum laporan dibuat hingga persidangan,
terutama melalui pendampingan korban dan fasilitasi pemeriksaan
psikologi forensik bersama APSIFOR Sumatera Barat. Koordinasi selama
ini berjalan lewat komunikasi personal, surat resmi, dan forum insidental,
dengan pembagian peran yang jelas Unit PPA pada penegakan hukum,
DP3AP2KB pada pendampingan dan pemenuhan kebutuhan psikologis
korban meski pertukaran data belum satu sistem dan belum ada SOP/MoU
formal karena masih menunggu terbentuknya UPTD PPA. Dengan
demikian, kolaborasi telah berjalan praktis dan saling melengkapi, namun
masih bertumpu pada komunikasi berbasis kebutuhan kasus dan belum
terlembaga secara formal.

2. Hambatan koordinasi tidak berasal dari relasi kerja Unit PPA dan
DP3AP2KB, yang selama ini berjalan lancar, melainkan dari faktor
kelembagaan berupa belum adanya forum koordinasi rutin, SOP tertulis,
dan MoU formal akibat UPTD PPA yang belum rampung terbentuk.
Hambatan lain justru lebih dominan datang dari korban, keluarga, dan
saksi seperti keluarga yang tidak kooperatif atau berpihak pada pelaku,
saksi yang menarik keterangan, serta ekspektasi penanganan instan yang
direspons kedua lembaga melalui pendekatan persuasif, pelibatan
psikolog forensik, dan edukasi keluarga. Dengan demikian, hambatan
koordinasi lebih bersumber dari belum optimalnya standardisasi
kelembagaan dan kondisi sosial korban/keluarga/saksi, bukan dari

lemahnya kemauan kerja sama kedua lembaga.
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3. Kolaborasi ini telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan (al-'adl),
kemaslahatan (maslahah), ta'awun-musyawarah, dan akuntabilitas
terlihat dari kejelasan kewenangan masing-masing lembaga, pelayanan
yang disesuaikan dengan kondisi anak, orientasi pada pemulihan
psikologis korban, pola saling membantu, serta kejelasan pembagian
tanggung jawab. Namun, ditinjau dari teori Collaborative Governance,
khususnya pada aspek desain kelembagaan (institutional design) dan
kondisi awal (starting conditions) sebagaimana dikemukakan Ansell dan
Gash, pelaksanaan kolaborasi ini masih dibatasi oleh belum adanya
SOP/MoU sebagai landasan kelembagaan yang formal, keterbatasan
sarana pelayanan, kesiapan masyarakat untuk melapor, serta budaya
hukum yang masih memandang kekerasan anak sebagai persoalan internal
keluarga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa kondisi awal dan
desain kelembagaan kolaborasi antara Unit PPA dan DP3AP2KB belum
sepenuhnya matang, sehingga proses kolaborasi (collaborative process)
yang berjalan saat ini masih bertumpu pada inisiatif personal ketimbang
mekanisme yang terlembaga. Dengan demikian, kolaborasi ini telah sejalan
dengan nilai Siyasah Tanfiziyah dalam melindungi kelompok rentan, tetapi
masih memerlukan penguatan kelembagaan, standardisasi mekanisme
kerja sama, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar
perlindungan anak benar-benar memberi kemaslahatan nyata dan

berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang disarankan
untuk terus memperkuat pendekatan yang ramah anak dalam setiap
tahapan penanganan perkara, termasuk mempertahankan penggunaan
ruang pemeriksaan khusus dan pelibatan pendamping selama proses
pemeriksaan berlangsung. Selain itu, Unit PPA perlu mendorong
terbentuknya mekanisme komunikasi yang lebih terjadwal dengan

DP3AP2KB, tidak hanya bersifat insidental berdasarkan kasus yang sedang



125

ditangani, agar koordinasi dapat berlangsung secara lebih terencana. Unit
PPA juga disarankan untuk mendokumentasikan pola-pola penanganan
kasus yang selama ini berjalan secara praktis, sehingga dokumentasi
tersebut dapat menjadi bahan masukan ketika penyusunan SOP formal
bersama dengan DP3AP2KB dilakukan.

. DP3AP2KB Kota Padang disarankan untuk mempercepat proses
pembentukan UPTD PPA agar penanganan kasus perlindungan anak di
Kota Padang tidak lagi bertumpu pada P2TP2A yang bersifat sementara,
melainkan memiliki kelembagaan yang lebih permanen dan memiliki
kewenangan yang lebih jelas. Selain itu, DP3AP2KB perlu memperkuat
kapasitas pendampingan psikologis dan sosial bagi anak korban, termasuk
memperluas kerja sama dengan psikolog forensik bersertifikasi agar
kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi secara lebih responsif. DP3AP2KB
juga disarankan untuk mengembangkan pendekatan komunikasi kepada
keluarga korban guna mengurangi hambatan ketidakkooperatifan
keluarga, misalnya melalui edukasi mengenai pentingnya dukungan

keluarga terhadap proses pemulihan anak.
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